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MOTTO 

“Cita-cita tinggi tidak menjamin seseorang dapat meraih kesuksesan, tetapi yang 

sukses pasti memiliki cita-cita yang tinggi” (Andri Wongso) 

“If you can’t make it good, at least make it look good” (Bill Gates) 

“Janganlah larut dalam satu kesedihan karena masih ada hari esok yang 

menyongsong dengan sejuta kebahagiaan” 

“Berusaha sekuat kemampuan dengan cara sendiri, akan mendapatkan hasil yang 

memuaskan” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mahasiswa sebagai akademis selama ini hanya terpaku pada proses 

pembelajaran secara teoritis yaitu semua yang dipelajari hanya bersifat 

teori dan bukan praktisi. Oleh karena itu, banyak mahasiswa yang pada 

saat memasuki dunia kerja diragukan kemampuannya oleh instansi yang 

dimasukinya. Supaya mahasiswa tidak terpaku hanya pada proses 

pembelajaran secara teoritis, maka diperlukan suatu metode yang 

diharapkan mampu untuk memberi suatu perubahan yang bernilai positif. 

Sebagai salah satunya yaitu program magang, yang mengharuskan 

mahasiswa terjun langsung ke dalam suatu instansi baik bisnis, 

pemerintahan, ataupun lembaga sosial yang ada pada masyarakat. 

Era Globalisasi seperti sekarang ini membuat seluruh sektor dunia 

usaha ingin terus maju dan berkembang, dikarenakan banyaknya 

persaingan dan munculnya pasar bebas yang tidak dapat dihindari oleh 

bangsa Indonesia. Perbankan merupakan salah satu dunia usaha yang juga 

mengalami dampak dari globalisasi. Hal ini dikarenakan perbankan 

berperan penting dalam kaitannya mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan 

yang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 

1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk kredit atau simpanan lainnya dalam rangka meningkatkan 
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taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan perbankan merupakan segala 

sesuatu yang menyangkut tentang bank kelembagaan kegiataan usaha, 

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Dari pengertian diatas diketahui secara jelas bahwa bank 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya 

aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Dalam 

kegiatan usahanya bank mendapat keuntungan dari transakasi atas jasa-

jasa yang telah diberikan serta bunga pinjaman yang disalurkan. Semakin 

ketatnya persaingan disektor perbankan, bank dituntut bermunculan di 

daerah dan memberikan pelayanan serta jasa pinjaman untuk golongan 

usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat berkembang dengan adanya 

tambahan modal. 

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank 

yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. 

PT BPR Profidana Paramitra merupakan salah satu sektor perbankan yang 

dituntut mampu bersaing dengan bank-bank lainya. Salah satu kegiatan 

utama dan sumber pendapatan bagi PT BPR Profidana Paramitra adalah 

memberikan pinjaman kredit. Dalam kegiatan operasionalnya BPR 

menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan lembaga keuangan lain 

seperti bank umum maupun bank swasta. Penyaluran kredit yang diberikan 

PT BPR Profidana Paramitra supaya terlaksana dengan baik maka pihak 

manajemen BPR harus dapat mengambil keputusan yang tepat dalam 

suatu pemberian kredit kepada calon nasabah. 
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Pemberian fasilitas kredit PT BPR Profidana Paramitra dihadapkan 

pada masalah yaitu resiko kredit yang terdapat kemungkinan kredit yang 

telah disalurkan tidak kembali sesuai yang dipinjamkan. Penerapan 

manajemen pemberian kredit dan penagihan kredit yang baik perlu 

dilakukan untuk mengurangi resiko kredit tersebut. Selain itu prosedur 

pemberian dan analisis kredit yang benar menjadi dasar terhindar dari 

resiko kredit bermasalah.Kredit dalam arti luas adalah kemampuan untuk 

melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan pinjaman dengan suatu 

janji pembayaran akan dilakukan ditanggungkan pada suatu jangka waktu 

yang disepakati. 

Kredit bermasalah selain merugikan BPR dan berpengaruh terhadap 

likuiditas perusahaan. Hal tersebut dapat memberikan dampak buruk, 

sehingga perlu upaya penanganan kredit bermasalah yang serius. Selain itu 

BPR wajib menjaga kualitas asset produktifnya. Berdasarkan uraian 

diatas, maka penulis memilih PT BPR Profidana Paramitra sebagai dasar 

penulisan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS PENANGANAN 

KREDIT BERMASALAH PADA PT BPR PROFIDANA PARAMITRA” 

sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli madya. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit pada PT BPR Profidana 

Paramitra ? 

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah 

pada PT BPR Profidana Paramitra ? 

3. Bagaimana perkembangan tingkat kolektibilitas kredit selama tahun 

2015-216 pada PT BPR Profidana Paramitra ? 

4. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh PT BPR Profidana 

Paramitra untuk menangani kredit bermasalah? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit telah dilakukan dengan 

tepat. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah 

pada PT BPR profidana Paramitra. 

3. Mengetahui tingkat perkembangan kredit bermasalah pada tahun 2015-

2016 pada PT BPR Profidana Paramitra. 

4. Untuk mengetahui penanganan dan kebijakan-kebijakan dalam 

mengatasi kredit bermasalah pada PT BPR Profidana Paramitra. 

D. Batasan Masalah  

Data yang dianalisis adalah tahun 2015 dan 2016 
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E. Manfaat  

1. Bagi Mahasiswa 

Penulisan tugas akhir ini berguna untuk memenuhi persyaratan 

akademik dalam menyelesaikan studi Diploma 3 Akuntansi dari 

Fakultas Teknologi dan Informasi Universitas Teknologi Yogyakarta 

2. Bagi Perusahaan  

Berguna sebagai bahan masukan bagi PT BPR Profidana Paramitra 

dan dapat menjadi suatu pertimbangan dalam pemberian kredit dan 

penganalisaan kredit dimasa yang akan datang. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

Sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengenai keadaan umum 

usaha perbankan serta tercapainya hubungan kerjasama yang saling 

menguntungkan antara kedua belah pihak yaitu menempatkan 

mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja. 

F. Sistematika Penulisan 

Seluruh pembahasan dalam Tugas Akhir ini disusun secara sistematik 

yang terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat dan sistematika pembahasan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini menguraikan segala hal yang terkait dengan perusahaan 

tempat magang yaitu mendeskripsikan perusahaan, sejarah berdirinya. 
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perusahaan, dan struktur organisasi serta deskripsi jabatan pada 

perusahaan. 

BAB III : PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka, aktivitas selama magang, 

dan analisis masalah. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan berdasarkan 

uraian pembahasan dan saran sebagai bahan masukan guna 

meningkatkan kinerja. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT BPR Profidana Paramitra didirikan pada tanggal 15 September 

1989 dihadapan Notaris Raden Mas Soerjanto Partaningrat H. dengan akte 

nomor 74 dan akte perubahan nomor 41 tanggal 15 Oktober 1989. Ijin 

usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Moneter 

nomor 48/KM.13/1990 tanggal 25 Januari 1990 disahkan oleh Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia nomor C-2-97777.HT.01.01.Tahun 1989. 

tanggal 25 Mei 1990 nomor 1893 dan didaftarkan di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Bantul tanggal 4 April 1990 dibawah nomor 

10/ll/1990/PN.BTL mulai operasional secara resmi pada tanggal 1 Mei 

1990. Dan saat ini PT BPR Profidana memiliki karyawan sebanyak 48 

orang. 

 

B. Visi dan Misi Perusahaan  

1. Visi 

“Visi PT BPR Profidana Paramitra adalah menjadi BPR yang Baik, 

Kuat, Terbaik, serta Berprestasi Nasioanal dalam penyediaan 

pelayanan jasa keuangan bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah.” 
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2. Misi 

Sedangkan Misi perusahaan adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai “Patner usaha” pengusaha/ masyarakat, dalam membantu 

permodalan untuk mengembangkan usaha memenuhi kebutuhan, 

serta menyediakan jasa dalam pengolahan keuangannya. 

b. Menyediakan sarana investasi yang menarik, menguntungkan, 

aman dan terpercaya bagi masyarakat dalam bentuk tabungan dan 

deposito, serta menyediakan jasa-jasa dalam transaksi keuangan 

atau transaksi pembayaran yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

c. Menjadi BPR terdepan dalam memberikan “layanan prima” dan 

“nilai tambah” pada nasabah dan masyarakat. 

d. Menjadikan setiap karyawan sebagai petugas marketing bank, 

dalam memberikan informasi akan produk dan layanan jasa 

keuangan atau pembayaran yang dimiliki bank kepada msyarakat. 

e. Sebagai “profit center” sehingga dapat menciptakan kesejahteraan 

bagi pemilik, pengurus, karyawan, serta masyarakat. 

f. Mengembangkan SDM bank yang professional, memiliki 

integritas, cerdas, teliti, dan cermat serta amanah melalui 

pendidikan dan pelatihan yang dimiliki bank. 

g. Senantiasa mengembangkan diri menjadi BPR yang besar, kuat, 

sehat, professional, aman, amanah, dan berprestasi nasional. 
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C. Arah dan Tujuan Perusahaan  

Arah dan tujuan pendirian PT BPR Profidana Paramitra adalah : 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito 

berjangka dan tabungan. 

2. Memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat 

pedesaan dalam bentuk kredit modal kerja jangka pendek dan 

kredit investasi kecil. 

Agar arah dan tujuan pendirian tersebut dapat tercapai maka PT BPR 

Profidana mengeluarkan produk-produk yang dapat diunggulkan yaitu: 

1. Tabungan  

Produk tabungan yang ditawarkan pada saat ini terdiri dari: 

a. Tabungan Tamasya Plus 

b. Tabungan Taspro 

c. Tabungan Profidana Fun 

d. Tabungan Profidana 

e. Tabungan Sejahtera 

f. Tabungan Mitra 

2. Deposito  

Produk Deposito dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 

bulan, dan 12 bulan. 
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3. Kredit  

Produk kredit yang ditawarkan pada saat ini adalah : 

a. Kredit Mitra Keluarga 

b. Kredit Mitra Usaha 

c. Kredit Rekening Koran 

 

D. Tempat Kedudukan 

1. Kantor Pusat  

Tempat kedudukan kantor pusat PT BPR Profidana Paramitra adalah 

Kecamatan Sewon, Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta.  

2. Kantor Kas  

Tempat Kedudukan Kantor Kas PT BPR Profidana Paramitra Adalah  

a. Kantor Kas I berada Dikecamatan Bantul, Kabupaten Daerah 

Tingkat II Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarata. 

b. Kantor Kas III berada Dikecamatan Sedayu, Kabupaten Daerah 

Tingkat II Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

c. Kantor Kas II berada Di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten 

Daerah Tingkat II Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Kantor Cabang  

Jalan Seturan Raya 101, Catur Tunggal, Depok, Sleman. 
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E. Struktur Organisasi Perusahaan 

STRUKTUR ORGANISASI PT BPR PROFIDANA PARAMITRA 

Gambar 2.1 

Sumber : PT BPR Profidana Paramitra 
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F. Diskripsi Jabatan Perusahaan 

1. Nama Jabatan  : Komisaris  

a. Tugas  

1) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja tahunan 

atau rencana strategis bank dibidang penyaluran dan 

penghimpunan dana, operasional bank serta pengembangan 

bank yang sesuai dengan visi dan misi perseroan yang 

diajukan oleh Direksi. 

2)  Memberikan persetujuan terhadap kebijakan pengkreditan, 

penghimpunan dana, pengembangan SDM serta operasional 

bank yang diajukan oleh Direksi dalam rangka pelaksanaan 

rencana kerja. 

3) Memberikan  persetujuan terhadap pengajuan permohonan 

kredit khusus kepada debitur terkait atau debitur dengan 

jumlah plafon diatas wewenang. 

b. Wewenang  

1) Mengawasi pelaksanaan kegiatan kredit dan meminta 

penjelasan atau pertanggungjawaban Direksi mengenai 

perkembangan dan kualitas perkreditan secara keseluruhan 

termasuk kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan 

BPR dan debitur besar tertentu. 
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2) Melakukan pengawasan atas pengurusan BPR yang 

dilakukan oleh Direksi. 

3) Bila mana diperlukan, sewaktu-waktu Dewan Komisaris 

dapat meminta mengadakan rapat pengurus. 

4) Dewan komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-

sendiri setiap waktu kerja berhak meminta/menerima buku-

buku, surat-surat, bukti-bukti dan mnencocokan keadaan 

uang kas, yang berkaitan dengan kegiatan perseroan. 

 

2. Nama Jabatan  : Direktur Utama 

a. Tugas  

1) Menyusun anggaran dan rencana kerja 

2) Menyusun strategi untuk mencapai rencana kerja 

3) Mengkoordinasikan aktivitas penghimpunan dana dan 

penyaluran kredit dengan baik, aman, dan lancar 

4) Menjaga keseimbangan penghimpunan dana dan 

penyaluran kredit serta keseimbangan likuiditas secara 

optimal 

5) Memastikan system/prosedur dibidang pemasaran dan 

kredit dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

b. Wewenang  

1) Bekerjasama dengan pihak ketiga baik perseroan atau 

lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya dalam 
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rangka mendukung kegiatan penghimpunan dan penyaluran 

dana serta pengembangan BPR. 

2) Memantau kegiatan pemasaran produk dan jasa BPR secara 

keseluruhan. 

3) Menentukan suku bunga pinjaman, tabungan, deposito serta 

tarif  jasa lainnya. 

 

3. Nama Jabatan  : Direktur 

a. Tugas  

1) Bekerjasama dengan direktur utama dalam menyusun 

anggaran. 

2) Bekerjasama dengan direktur utama dalam menyusun 

strategi dan rencana kerja untuk mencapai anggaran. 

3) Menjamin bahwa system dan prosedur operasi BPR dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

sehingga terciptanya sistem operasi yang aman, tertib dan 

efisien. 

4)  Menjamin bahwa laporan-laporan kepada pihak internal 

maupun eksternal dapat berjalan dengan tertib dan lancar 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Wewenang  

1) Mengusulkan kepada direktur utama dalam membuat 

kebijakan, peraturan, serta surat keputusan guna 
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mendukung pelaksanaan rencana kerja yang ditetapkan 

dengan tetap memperhatikan peraturan atau ketentuan 

undang-undang lainya.  

2) Bekerjasama dengan pihak ketiga baik perseroan atau 

lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya dalam 

rangka mendukung kegiatan penghimpunan dan penyaluran 

dana serta pengembangan BPR. 

3) Memantau dan mengevaluasi pengembangan produk dan 

jasa BPR secara keseluruhan. 

 

4. Nama Jabatan  : Sekretaris Direksi  

Atasan Jabatan  : Direksi 

a. Tugas  

1) Mengatur jadwal kegiatan Direksi dengan pihak internal 

maupun Eksternal. 

2) Bertanggungjawab membuat segala macam surat-menyurat 

kesekretariatan atau laporan demi kelancaran operasional 

perusahaan. 

3) Bertanggungjawab menyimpan dan mengelola berkas,surat 

dan arsip perusahaan. 

4) Bertangjawab atas pembuatan surat keputusan direksi 

maupun instruksi direksi. 
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b. Wewenang  

1) Meminta data-data yang diperlukan kepada semua bidang 

dalam rangka membuat surat keputusan, instruksi Direksi 

atau laporan-laporan lainnya yang diperlukan. 

2) Meminta prosedur kegiatan kepada semua bidang dalam 

rangka membuat SOP. 

 

5. Nama Jabatan   : Pengembangan SDM 

Atasan Langsung  : Direksi  

a. Tugas  

1) Mengawasi, mengarahkan dan membina serta memotivasi 

semua kegiatan personalia. 

2) Melaksanakan semua peraturan dan ketentuan SDM 

menurut prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen 

perusahaan. 

3) Bertanggungjawab atas kelencaran proses rekrutmen 

karyawan. 

4) Bertanggungjawab atas kelancaran proses rekrutmen 

karyawan. 

b. Wewenang  

1) Memberikan pembinaan dan motivasi kepada SDM yang 

ada. 
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2) Memberikan teguran atas pelanggaran yang dilakukan oleh 

karyawan dengan tujuan untuk perbaikan. 

3) Mengusulkan kepada Direksi akan adanya Surat Keputusan 

dan perubahan ketentuan serta peraturan yang berhubungan 

SDM. 

 

6. Nama Jabatan  : SPI 

Atasan Langsung : Direksi  

a. Tugas  

1) Melaksanakan penilaian, pengawasan dan pemeriksaan 

secara rutin pada semua bidang pemasaran maupun 

operasional. 

2) Melakukan pemeriksaan secara insidentil terhadap hal-hal 

yang bersifat umum maupun khusus dibidang pemasaran 

maupun operasional. 

3) Melakukan pemeriksaan dan kebenaran bukti-bukti 

transaksi harian. 

b. Wewenang  

1) Meminta bukti-bukti transaksi, kelengkapan beserta 

laporan-laporan yang diberikan dari seluruh bidang. 

2) Melakukan pemeriksaan on the sport terhadap debitur dan 

nasabah untuk kepentingan pengawas dan pembinaan. 
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3) Memberikan pembinaan langsung kepada nasabah, debitur 

ataupun karyawan apabila ditentukan penyimpangan 

administrasi dan prosedur administrasi dan prosedur dari 

ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. 

 

7. Nama Jabatan   : Kepala Bagian Operasional  

Atasan Langsung  : Direksi  

a. Tugas  

1) Memastikan kelancaran kegiatan harian seluruh bidang 

dibawahnya. 

2) Menindaklanjuti, menyelesaikan dan meneruskan setiap 

complain yang ada ataupun informasi yang dapat 

mencemarkan nama baik perusahaan. 

3) Memastikan semua laporan baik untuk kepentingan internal 

maupun eksternal dapat diselesaikan tepat waktu sesuai 

kebutuhan dan ketentuan. 

b. Wewenang  

1) Meminta laporan dari bagian-bagian dibawahnya yaitu: 

bidang back office dan frontliner. 

2) Menandatangani/ otorisasi/pengesahan terhadap baukti-

bukti transaksi sesuai ketentuan dan prosedur yang 

berlaku. 
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3) Mengawasi dan memberi penilaian atas hasil pekerjaan 

dan kinerja kepada seksi back office dan kepala seksi 

frontliner. 

 

8. Nama Jabatan   : Kepala Seksi Back Office 

Atasan Langsung  : Kepala Bagian Operasional 

a. Tugas  

1) Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan bidang 

administrasi kredit, BO Accounting /simpanan/ kredit, 

penagihan serta sistem IT dan informasi. 

2) Bertanggungjawab atas ketertiban berjalannya system  

prosedur yang berlaku diseluruh bidang back office. 

3) Berkoordinasi dan komunikasi dengan tim dibawahnya agar 

setiap bidang dapat berjalan secara optimal. 

b. Wewenang  

1) Meminta laporan dari bagian-bagian dibawah koordinator 

bidang back office. 

2) Menandatangani/ otorisasi/ pengesahan terhadap bukti-

bukti transaksi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. 

3) Mengawasi dan memberi penilaian atas hasil pekerjaan dan 

kinerja seluruh personal dibidang back office. 

4) Berhubungan dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan 

tugas dan tanggungjawabnya. 
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9. Nama Jabatan   : Kepala Seksi Front Liner 

Atasan Langsung  : Kepala Bagian Operasional  

a. Tugas  

1) Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan bidang teller, CS, 

operasional kantor kas, dan bagian umum. 

2) Bertanggungjawab atas ketertiban berjalannya sistem dan 

prosedur yang berlaku diseluruh bidang front liner. 

3) Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tim dibawahnya agar 

setiap bidang dapat berjalan secara optimal. 

b. Wewenang  

1) Meminta laporan dari bagian-bagian dibawah koordinator 

bidang frontliner. 

2) Menandatangani/ otorisasi / pengesahan terhadap bukti-bukti 

transaksi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.  

3) Mengawasi dan memberi penilaian atas hasil pekerjaan dan 

kinerja seluruh personal dibidang frontliner. 

4) Berhubungan dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan tugas 

dan tanggungjawabnya. 
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10. Nama Jabatan   : Kepala Bagian Pemasaran  

Atasan Langsung  : Direksi  

a. Tugas  

1) Sebagai koordinator dan bertanggungjawab atas pelaksanaan 

dan tugas serta pekerjaan bagian pemasaran (penghimpunan 

maupun penyaluran dana) dan senantiasa menciptakan 

terobosan baru dan pengenalan produk kepada masyarakat, 

serta menjamin terlaksananya rencana kerja yang telah 

ditetapkan. 

2) Mengarahkan serta membina seluruh personil dalam 

lingkungan pemasaran, dalam rangka menjaga ketertiban, 

kedisiplinan, serta mendorong terciptanya suasana kerja yang 

kondusif bagi kemajuan perusahaan. 

3) Memberikan analisa terhadap pengajuan kredit serta proposal-

proposal yang ada. 

b. Wewenang  

1) Memberikan tugas dan memeriksa hasil pekerjaan seluruh 

petugas dibidang dana, kredit, dan penagihan. 

2) Melakukan evaluasi terhadap hasil analisa kredit yang dibuat 

oleh AO kredit sebelum permohonan tersebut diajukan ke 

komite kredit. 

3) Mengusulkan untuk mengadakan promosi lewat media cetak 

dan lainya dalam upaya pencapaian target dana dan kredit. 
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11. Nama Jabatan   : Customer Service 

Atasan Langsung  : Kepala Seksi Front Liner 

a. Tugas  

1) Menerima, melayani dan memberikan setiap informasi yang 

dibutuhkan oleh nasabah atau calon nasabah baik produk 

kredit, deposito maupun tabungan. 

2) Menerima dan melayani nasabah yang bermaksud membuka 

menutup atau menyerahkan rekening baik kredit, tabungan 

maupun deposito. 

b. Wewenang  

1) Memberikan setiap informasi yang dibutuhkan oleh nasabah 

sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya. 

2) Menerima, memeriksa dan meminta kelengkapan nasabah 

lengkap dengan bukti identitasnya dalam rangka pembukaan 

rekening tabungan, deposito, dan kredit. 

 

12. Nama Jabatan   : Teller  

Atasan Langsung  ; Kepala Seksi Front Liner 

a. Tugas  

1) Menerima setoran dan penarikan uang tunai dari dan untuk 

nasabah berkaitan dengan transaksi tabungan, deposito serta 

biaya sesuai dengan uang tunai  dan surat-surat berharga 

lainnya. 
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2) Menerima setoran uang tunai dari nasabah untuk transaksi 

pembayaran angsuran kredit, pembayaran denda, ataupun 

pelunasan kredit.  

3) Membayarkan uang tunai atas nama bank transaksi pencairan 

kredit ataupun transaksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.  

b. Wewenang  

1) Melakukan pembayaran dan menerima setoran uang yang telah 

memenuhi prosedur pengeluaran dan penerimaan uang. 

2) Membukukan bukti-bukti transaksi kas pada sistem 

berdasarkan bukti-bukti, prosedur yang sah dan berlaku. 

3) Menolak pembayaran transaksi yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

13. Nama Jabatan  : Sistem IT Dan Informasi  

Atasan Langsung :Kepala Seksi Back Office 

a. Tugas  

1) Bertanggungjawab atas pengadaan data dan kelancaran 

sistem informasi di perusahaan. 

2) Bertanggungjawab atas keakuratan dan keabsahan data 

yang disajikan. 

3) Bertanggungjawab atas keamanan data perusahaan. 

4) Bertanggungjawab atas perawatan/ maintenance peralatan 

pendukung sistem informasi yang ada. 
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b. Wewenang  

Memberikan usulan atau pengajuan atas pengadaan/ 

perawatan/perbaikan peralatan sistem teknologi informasi yang 

dibutuhkan kepala direksi. 

 

14. Nama Jabatan   : BO Accounting 

Atasan Langsung  : Kepala Seksi Back Office 

a. Tugas  

1) Bertanggungjawab penuh atas pekerjaan administrasi/ 

pembukuan/ akuntansi mulai dari menginput bukti-bukti 

transaksi sampai menjadi sebuah laporan. 

2) Menginput bukti-bukti transaksi pada : 

a) Transaksi non tunai (pemindah bukuan) 

b) Transaksi biaya, persekot dan titipin. 

3) Setiap akhir hari mencetak laporan transaksi harian dan 

mencocokannya dengan bukti-bukti transaksi harian yang ada 

untuk kemudian dilaporkan kepada kepala seksi back office. 

b. Wewenang  

1) Menerima, memeriksa, dan membukukan setiap bukti transaksi 

pada system sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

2) Menanyakan dan mengklarifikasi kepada petugas atas bukti-

bukti transaksi sesuai ketentuan yang berlaku. 
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3) Memberikan setiap informasi yang dibutuhkan manajemen 

untuk keperluan pengendalian manajemen, pengawasan dan 

pemeriksaan. 

 

15. Nama Jabatan   : BO Simpanan Dan Kredit  

Atasan Langsung  : Kepala Seksi Back Office 

a. Tugas  

1) Bertanggungjawab atas pembebanan biaya administrasi 

tabungan, deposito baik tunai maupun non tunai (misalnya 

administrasi rekening pasif, penggantian buku tabungan 

penalty deposito dll). 

2) Bertanggungjawab menginput/pembuatan bukti-bukti transaksi 

sesuai ketentuan yang berlaku berupa : 

a) Transaksi non tunai (pendebitan/pemindahbukukan) 

b) Transaksi setoran (titipan)/ tabungan/deposito/kredit 

c) Pembebanan bunga deposito/ tabungan. 

3) Mencetak laporan transaksi harian dan mencocokannya dengan 

bukti-bukti harian yang ada untuk kemudian dilaporkan kepada 

kepala seksi back office. 

b. Wewenang  

1) Menerima, memeriksa dan membukukan setiap bukti transaksi 

pada sistem sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 
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2) Mendebit/kredit rekening tabungan dan deposito debitur sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

3) Memberikan setiap informasi yang dibutuhkan pihak 

manajemen untuk kepentingan pengawasan dan pemeriksaan. 

Menanyakan dan mengklarifikasi kepada petugas atas bukti-

bukti transaksi tabungan/deposito. 

 

16. Nama Jabatan   : Administrasi Kredit  

Atasan Langsung  : Kepala Seksi Back Office 

a. Tugas  

1) Melaksanakan prosedur pengadministrasian putusan sesuai 

dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

2) Mengecek kelengkapan berkas perjanjian kredit. 

3) Menyiapkan dan mengurus berkas keperluan realisasi pinjaman 

mulai dari persiapan kontrak hingga kelengkapan berkas-berkas 

pinjaman yang dibutuhkan. 

b. Wewenang  

1) Meminta kelengkapan data kepada petugas dalam rangka 

membuat kontrak pinjaman dan kelengkapan kredit lainnya. 

2) Berhubungan dengan pihak ketiga (kantor notaris) untuk 

kepentingan kelengkapan pencairan pinjaman. 
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3) Meminta kepada petugas AO untuk melengkapi berkas untuk 

realisasi pinjaman/ melengkapi berkas-berkas pinjaman. 

 

17. Nama Jabatan   : Koordinator Bagian Umum 

Atasan Langsung  : Kepala Seksi Front Liner  

a. Tugas  

1)   Menjaga keharmonisan dan kekompakan dibagian umum. 

2) Mengkoordinir kegiatan bagian umum mengenai : 

a) Kebersihan dan kemanan seluruh kantor dan 

perlengkapannya. 

b) Kelengkapan kebutuhan rumah tangga. 

c) Persediaan kelengkapan dan peralatan kantor. 

3) Mengkoordinir, mengarahkan dan membina sesama kegiatan 

bagian umum (sopir, satpam, dan pramubhakti). 

b. Wewenang  

1) Memberikan tugas kepada anggota bidang umum yang meliputi 

satpam, pramubhakti dan sopir. 

2) Memberi teguran atas pelanggaran anggota bidang umum 

dalam rangka teguran atas pelanggaran anggota bidang umum 

dalam rangka pembinaan. 

3) Memberi penilaian kinerja dan reward atau penghargaan 

terhadap staf dibawahnya. 

4) Memberikan motivasi dan semangat bagi staf dibawahnya. 
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18. Nama Jabatan   : Sopir  

Atasan Langsung  : Koordinator Bagian Umum  

a. Tugas  

1) Bertanggungjawab atas kelancaran pekerjaan operasional 

kantor, khususnya pekerjaaan yang membutuhkan sarana 

transportasi.  

2) Merawat dan menjaga kebersihan, keutuhan dan keamanan 

kendaraan inventaris ataupun kendaraan lain yang menjadi 

tanggungjawab perusahaan. 

3) Menjaga keamanan dan ketertiban kantor dengan jalan ikut 

mengatur parkir dan keluar masuknya kendaraan terutama pada 

saat ada pekerjaan pokok yang harus dikerjakan. 

b. Wewenang  

1) Menjaga dan merawat kendaraan yang digunakan untuk 

operasional perusahaan. 

2) Mengusulkan untuk mengadakan perbaikan atas kendaraan 

operasional perusahaan. 
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19. Nama Jabatan  : Pramubhakti   

Atasan Langsung  : Koordinator Bagian Umum 

a. Tugas  

1) Memelihara kebersihan dan keindahan di lingkungan kantor. 

2) Merawat dan memelihara kebersihan dan keamanan peralatan 

kantor dan barang-barang milik kantor lainnya. 

3) Mengatur dan menyelenggarakan pekerjaan rumah tangga 

kantor lainnya. 

4) Mengamankan keamanan kantor terhadap pencurian, 

perampokan dan bahaya kebakaran. 

b. Wewenang  

1) Membersihkan dan merapihkan seluruh ruangan di lingkungan 

kantor. 

2) Merawat dan menjaga seluruh barang investaris kantor. 

 

20. Nama Jabatan   : Satpam  

Atasan Langsung  : Koordinator Bagian Umum 

a. Tugas  

1) Menjaga keamanan kantor dari bahaya 

pencurian/perampokan, pengrusakan maupun kebakaran. 

2) Memonitor setiap kejadian dilingkungan kantor dan 

mencatatnya dalam buku register untuk mengantisipasi 

terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. 
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3) Ikut menjaga ketertiban, kelancaran, serta kenyamanan 

dalam pelayanan nasabah, mulai nasabah masuk hingga 

keluar dari lingkungan kantor antara lain berupa : 

a) Mengatur parkir. 

b) Membukakan pintu bagi tamu yang mau masuk atau 

keluar kantor. 

b. Wewenang  

1) Membantu nasabah yang hendak keluar atau masuk bank 

yang meliputi mengatur tempat parkir. 

2) Mengusulkan kepada atasan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan keamanan dan ketertiban sesuatu yang 

berhubungan dengan keamanan dan ketertiban 

dilingkungan kantor. 

 

21. Nama Jabatan   : Operasional Kantor Kas 

Atasan Langsung  : Kepala Kantor Kas 

a. Tugas  

1) Menerima, melayani dan memberikan setiap informasi yang 

dibutuhkan oleh nasabah atau calon nasabah baik produk 

kredit, tabungan maupun deposito. 

2) Menerima dan melayani nasabah yang bermaksud membuka 

atau menutup rekening tabungan atau deposito. 
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b. Wewenang 

1) Memberikan setiap informasi yang dibutuhkan oleh nasabah 

sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya. 

2) Melakukan pembayaran dan menerima setoan uang yang telah 

memenuhi prosedur pengeluaran dan penerimaan uang. 

3) Menanyakan dan mengklarifikasi kepada petugas atas bukti-

bukti transaksi yang telah semestinya. 

 

22. Nama Jabatan   : Penagihan  

Atasan Langsung  : Kepala Seksi Back Office 

a. Tugas  

1) Bertanggung jawab atas ketelitian data dan kelancaran sistem 

angsuran pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku. 

2) Setiap hari berkewajiban untuk mengecek tabungan wajib 

debitur yang dapat di debit sebagai angsuran sesuai tanggal 

jatuh tempo masing-masing debitur sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

3) Membuat perhitungan tagihan angsuran debitur menunggak 

untuk pembayaran maupun pelunasan kredit. 

b. Wewenang  

1) Menghubungi debitur baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam rangka penagihan angsuran kredit. 
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2) Menerima angsuran kredit dari debitur, dengan memberikan 

bukti penerimaan yang sah. 

3) Meminta bagian penagihan lapangan atau tim untuk datang ke 

tempat debitur dalam rangka penagihan dan meminta laporan 

hasil kunjungan AO atau kolektor secara tertulis. 

 

23. Nama Jabatan  : Kepala Seksi Dana 

Atasan Langsung : Kepala Bagian Pemasaran 

a. Tugas  

1) Koordinator dan bertanggung jawab atas terlaksanananya 

kegiatan-kegiatan di bidang pemasaran dana dalam rangka 

mencapai target yang ditetapkan. 

2) Bertanggung jawab atas ketertiban jalannya SOP dan 

ketentuan yang berlaku di seluruh transaksi simpanan. 

3) Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tim dibawahnya 

agar kinerja dapat berhasil secara optimal. 

b. Wewenang  

1) Menghubungi calon nasabah dan nasabah dalam rangka 

pendekatan dan pelayanan penghimpunan dana. 

2) Memberikan tugas dan memeriksa hasil pekerjaan seluruh 

petugas dibagian pemasaran dana. 

3) Memberi petunjuk atau pengarahan terhadap hasil 

pekerjaan anggota bidang pemasaran dana. 
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24. Nama Jabatan   : Kepala Seksi Pemasaran  

Atasan Langsung  : Kepala Bagian Pemasaran 

a. Tugas  

1) Koordinator dan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan 

dibidang kredit dalam rangka pencapaian target 

(investasi,NPL, dan pendapatan bunga kolektibilitas 2,3,4) 

yang telah ditetapkan. 

2) Melakukan survey dan atau pendampingan survey terhadap 

permohonan kredit dari calon debitur, baik survey kelayakan 

usaha dan survey jaminan. 

b. Wewenang  

1) Menghubungi calon nasabah dan nasabah dalam rangka 

pemasaran kredit dan menjaga kualitas kredit yang 

diberikan. 

2) Memberikan tugas dan memeriksa hasil pekerjaan seluruh 

petugas dibagian pemasaran kredit. 

 

25. Nama Jabatan  : Account Officer Dana 

Atasan Langsung  : Kepala Seksi Dana  

a. Tugas  

1) Melakukan pendekatan dan pembinaan kepada masyarakat 

untuk lebih mengenal budaya menabung. 
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2) Melayani penyetoran dan pengambilan tabungan dan 

deposito yang menggunakan system jemput bola/ diluar 

kantor. 

b. Wewenang  

1) Menghubungi calon nasabah dan nasabah 

(perorangan/instansi) dalam rangka pendekatan dan 

pelayanan penghimpunan dana. 

2) Menerima setoran tabungan dan deposito diluar kantor 

dengan memberikan bukti penerimaan yang sah. 

3) Menjaga/menjalin hubungan dengan nasabah 

(perorangan/instansi) dalam rangka pemasaran terhadap 

produk-produk simpanan. 

 

26. Nama Jabatan   : Account Officer Kredit 

Atasan Langsung  : Kepala Seksi Kredit  

a. Tugas  

1) Melaksanakan tugas pemasaran kredit seperti : 

a) Mencari, menerima, melayani dan memberikan 

informasi kepada para nasabah atau debitur dalam 

rangka penyaluran kredit dan jasa perbankan lainnya. 

b) Meneliti kelengkapan persyaratan calon debitur dalam 

permohonan kredit. 
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c) Melakukan peninjauan lapangan atas usaha atau 

tempat tinggal calon debitur. 

b. Wewenang 

1) Menghubungi calon debitur dalam rangka pemasaran 

kredit, analisa kredit dan pembinaan kepada debitur. 

2) Menerima dan meneliti berkas-berkas dan syarat 

kelengkapan kredit yang diajukan oleh calon debitur. 

3) Menggali informasi lebih lanjut kepada debitur dalam 

kaitannya dengan kelayakan pengajuan kredit. 

 

27. Nama Jabatan  : Legal 

Atasan Langsung  : Kepala Bagian Pemasaran 

a. Tugas  

1) Membuat analisa terhadap SID pengajuan kredit debitur. 

2) Mempersiapkan dan melengkapi semua kekurangan 

administrasi debitur yang sudah turun ke kolektibilitas 2,3,4 

untuk tindakan hukum lebih lanjut. 

b. Wewenang  

Memutuskan apakah proses penandatanganan perjanjian 

kredit, perjanjian kerja sama dan pengikatan jaminan bisa 

dilaksanakan atau tidak. Memberikan rekomendasi kepada 

Kepala Bagian Pemasaran setiap pelanggaran dalam proses 

perikatan kredit.  
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Aktivitas Magang 

Magang merupakan kegiatan mahasiswa untuk mencari pengalaman di 

dunia kerja secara praktek di Instansi Pemerintah atau Perusahaan swasta. 

Penulis melakukan kegiatan magang sejak 21 Februari 2017 sampai 4 April 

2017 yang bertempat di PT BPR Profidana Paramitra yang beralamatkan di 

Jalan SWK 102, Dongkelan, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Kegiatan yang 

dilakukan penulis selama magang di PT BPR Profidana Paramitra adalah 

sebagai berikut : 

1. Merekap laporan publikasi seluruh BPR di Yogyakarta 

2. Mengarsip bukti-bukti transaksi 

3. Merapikan arsip/dokumen 

4. Pemaparan materi dari Kepala Bagian Operasional tentang tingkat 

kesehatan bank 

5. Melakukan literasi 

6. Survey lapangan proses pemberian kredit 

7. Pengamatan proses pencairan kredit 

8. Membuat PPT, tabel dan Grafik perkembangan tabungan, kredit, 

deposito, dan NPL kantor pusat, kantor cang, dan kantor kas selama 6 

tahun. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Bank  

Menurut Taswan (2010:7) “Bank adalah lembaga yang berperan 

sebagai lembaga keuangan antara pihak-pihak yang memiliki 

kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan dana, serta 

berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral”. Sesuai 

dengan Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang 

perbankan yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 10 tahun 

1998, bank didefinisikan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang 

jasa, dengan kegiatan pokoknya yang mempunyai 3 fungsi pokok 

yaitu:  

a. Menerima penyimpanan dana masyarakat dalam berbagai bentuk. 

b. Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat 

untuk mengembangkan usaha. 

c. Melaksanakan berbagai jasa dalam kegiatan pergadangan dan 

pembayaran dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai jasa 

lainnya dibidang keuangan, diantaranya inkaso transfer, traveler 

check, credit card, safe deposito box, jual beli surat berharga, dll. 

 

2. Pengertian Kredit  

 Menurut Hariyani (2010:9) pengertian  kredit berasal dari bahasa 

latin  “credo” yang berarti “saya percaya” yang merupakan kombinasi 

dari bahasa sansekerta “Cred” yang artinya “kepercayaan”. Kredit 
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berati memperoleh kepercayaan, atas dasar kepercayaan kepada 

seseorang yang memerlukan maka diberikan uang, barang atau jasa 

dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggatiannya 

dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan. Pengertian tersebut 

kemudian dibakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkan Undang-

undang Pokok Perbankan NO. 14 tahun 1967 bab 1 pasal 1,2 yang 

merumuskan pengertian kredit sebagai berikut ”kredit adalah 

penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak dalam 

hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.”    

Selanjutnya pengertian kredit disempurnakan lagi dalam Undang-

undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang 10 tahun 1998, yang mendefinisikan 

pengertian kredit adalah sebagai berikut: “kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”. 
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3. Unsur – unsur Kredit  

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah 

sebagai berikut (Kasmir , 2012: 114) 

a. Kepercayaan  

Yaitu, suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan 

(berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali 

di masa tertentu. Dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini 

diberikan oleh bank , dimana sebelumnya sudah dilakukan 

penelitian penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang 

terhadap nasabah baik secara intern maupun ekstern. 

b. Kesepakatan  

Kesepakatan ini dituangkan dalam surat perjanjian dimana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-

masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit. 

c. Jangka waktu  

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, 

jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian kredit telah 

disepakati. Jangka waktu ini dapat berbentuk jangka pendek, 

jangka menengah, atau jangka panjang.  

d. Risiko  

Adanya suatu waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko 

tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang 

jangka waktu kredit semakin besar risikonya, demikian sebaliknya. 
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Risiko ini menjadi tanggungan bank baik risiko yang disengaja 

oleh nasabah yang lalai maupun risiko yang tidak disengaja 

misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah 

tanpa ada unsur kesengajaan lainnya. 

e. Balas jasa 

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa 

tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam 

bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan 

keuntungan bank.   

 

4. Prinsip Dasar Dalam Pemberian Kredit  

Bank merupakan tempat penyimpanan dana terbaik bagi 

masyarakat. Selain tempat penyimpanan dana bank juga sebagai 

penyalur dana kepada masyarakat dalam meningkatkan kegiatan usaha 

dan dapat memenuhi kebutuhan dana masyarakat dengan kredit atau 

pinjaman. Dalam pemberian kredit bank harus memperoleh keyakinan 

apakah debitur akan memenuhi kewajibanya kepada bank dengan 

tertib sesuai dengan kesepakatan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

penilaian kredit atau prinsip 5C. Menurut Kasmir (2012:136) Prinsip 

perkreditan 5 C tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Character ( Watak/Kepribadian ) 

   Character merupakan sifat seseorang. Sifat atau watak yang akan 

diberikan kredit.Dengan melihat Kebiasaan-kebiasaannya,cara 
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hidup, keadaan dan latar belakangnya. Tujuannya adalah untuk 

memberikan keyakinan kepada bank bahwa character dari calon 

debitur benar-benar dapat dipercaya dan berusaha untuk memenuhi 

kewajibannya dengan kata lain memiliki kemauan untuk membayar 

dan melunasi hutang atau kredit yang telah diberikan bank. 

b. Capacity (Kemampuan) 

Capacity merupakan suatu penilaian kepada calon debitur 

mengenai kemampuan melunasi kemampuan melunasi kewajiban-

kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan 

usaha yang dibiayai dengan kredit bank. Kegiatan usahanya dapat 

dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usahanya, 

sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa 

sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan tersebut). Capacity 

ini merupakan ukuran dari kemampuan dalam membayar atau 

melunasi kewajibannya. 

c. Capital  ( Modal ) 

Dengan melihat penggunaan modal oleh debitur secara efektif 

dilihat dari laporan keuangannya, dapat dinilai dari segi likuiditas, 

solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus 

dilihat dari segi mana saja sumber modal yang diperoleh calon 

debitur. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dinilai apakah calon 

debitur layak diberikan pembiayaan dan besar plafon yang layak 

diberikan. 
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d. Colecteral ( Jaminan/Agunan ) 

Colecteral merupakann jaminan yang mungkin bisa disita apabila 

debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jaminan 

hendaknya melebihi jumlah kredit  yang diberikan. Jaminan juga 

harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi masalah maka 

jaminan dapat segera digunakan atau diambil alih oleh bank. 

e. Condition of economic (Kondisi Perekonomian) 

Condition of economic yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, 

ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian 

yang kemungkinan dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan usaha 

calon debitur. 

Dalam pemberian kredit selain prinsip  5C juga terdapat prinsip 7P 

yang dapat digunakan untuk menilai calon debitur dalam analisis 

pemberian kredit. Prinsip 7P yaitu sebagai berikut : 

a. Personality  

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau 

tingkah lakunya sehari-hari, penilaian personality juga mencangkup 

sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi 

suatu masalah dan menyelesaikannya. 

b. Party  

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan 

tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga 
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nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan 

mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. 

c. Purpose  

Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis 

kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat 

bermacam-macam sesuai kebutuhan. Contohnya untuk modal kerja, 

investasi, konsumsif, produktif, dll. 

d. Prospect  

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah 

menguntungkan atau tidak. Dengan kata lain mempunyai prospek atau 

sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang 

dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan 

tetapi juga nasabah. 

e. Payment  

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit 

yang telah diambil dari sumber mana saja dana untuk pengembalian 

kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan 

semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat 

ditutupi oleh usaha lainnya. 
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f. Profitability  

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan dalam mencari laba. 

Profitabilitas diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama 

atau akan semakin meningkat dengan adanya tambahan kredit yang 

akan diberikan. 

g. Protection  

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan 

mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan 

benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat 

berupa jaminan barang atau jaminan asuransi. 

 

5. Tujuan Kredit  

Dalam pemberian fasilitas kredit mempunyai tujuan. Tujuan dari 

pemberian kredit yaitu : 

a. Mendapat keuntungan, dengan keuntungan yang diperoleh dari 

bunga yang diterima bank sebagai jasa dan biaya administrasi 

kredit yang dibebankan kepada nasabah. 

b. Membantu usaha nasabah, yaitu membantu nasabah yang 

memerlukan dana untuk modal kerja maupun untuk 

mengembangkan dan memperluas usahanya. 

c. Membatu pemerintah, dengan banyaknya kredit yang disalurkan 

bank berati ada peningkatan diberbagai sektor. Pemerintah juga 
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mendapat keuntunan misalnya meningkatkan penerimaan pajak 

juga dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. 

 

6. Fungsi Kredit  

Pemberian fasilitas kredit juga mempunyai fungsi yaitu : 

a. Untuk menigkatkan daya guna uang  

Adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang. Jika uang 

hanya disimpan tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. 

Dengan diberikan kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk 

menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. 

b. Untuk meningkatkan daya guna barang  

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur 

untuk mengolah barang tidak berguna menjadi barang yang 

berguna dan bermanfaat. 

c. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha  

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan 

berusaha, terutama bagi nasabah yang modalnya pas-pasan. 

d. Sebagai alat stabilitas ekonomi 

Dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah 

barang yang diperlukan oleh nasabah. Kredit juga dapat membantu 

mengekspor barang ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan 

devisa Negara. 
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7. Jenis Kredit  

Menurut Kasmir (2012:119) Pada dasarnya terdapat pengelompokan 

jenis kredit, menurut kredit  dikelompokkan berdasarkan :  

a. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit 

Menurut penggunaannya, kredit dibagi menjadi dua yaitu : 

1) Kredit konsumtif, ditujukan ke nasabah yang memerlukan dana 

untuk untuk kebutuhan konsumsi. Misalnya untuk kebutuhan 

konsumsi, pembelian barang atau kendaraan. 

2) Kredit produktif, ditujukan nasabah yang memerlukan dana 

untuk produksi atau usaha. Kredit yang diberikan tidak habis 

untuk pemakaian pribadi melainkan untuk perputaran usahanya 

dan menghasilkan laba. 

b. Kredit Dilihat Dari Segi Kegunaanya 

Dilihat dari segi kegunaannya kredit dibagi menjadi dua yaitu : 

1) Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk 

keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. 

Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli 

bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya yang 

berkaitan dengan proses produksi. 

2) Kredit investasi, merupakan kredit jangka panjang yang 

biasanya untuk keperluan usaha atau membangun proyek baru 

atau untuk rehabilitasi. 
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c. Kredit dilihat dari Jangka waktunya  

Menurut jangka waktunya kredit dibagi menjadi 3 yaitu : 

1) Kredit jangka pendek, yaitu jenis kredit yang mempunyai 

jangka waktu hingga satu tahun atau tidak lebih dari satu tahun. 

2) Kredit jangka menengah, yaitu jenis kredit yang mempunyai 

jangka waktu antara satu hingga tiga tahun. 

3) Kredit jangka panjang, yaitu jenis kredit yang mempunyai 

jangka waktu lebih dari tiga tahun. 

d. Cara penggunaan 

1) Kredit rekening Koran bebas, yaitu jenis kredit dimana debitur 

menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening Koran dan 

pemakaian tidak dibatasi, namun disesuaikan dengan 

maksimum kredit yang diberikan. 

2) Kredit rekening Koran terbatas, yaitu jenis kredit dimana 

debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening 

Koran, namun terdapat pembatasan dalam pemakaiannya. 

Nasabah tidak diperkenankan melakukan penarikan uang 

sekaligus. Penarikan dilakukan sesuai kebutuhan usahanya. 

3) Kredit rekening Koran aflopend, yaitu jenis kredit dimana 

penarikan dilakukan sekaligus pada waktu penarikan pertama 

dan pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur. 
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4) Kredit revolving, yaitu jenis kredit dengan penarikan yang 

sama dengan rekening Koran bebas, namun dibedakan menurut 

cara pemakaiannya. 

8. Kredit Bermasalah  

Menurut Suhardjono dan Kuncoro (2011:420) pengertian “Kredit 

bermasalah merupakan keadaan dimana nasabah tidak mampu 

membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai 

perjanjian kredit”. Kolektibilitas kredit menurut ketentuan bank 

indonesia digolongkan sebagai berikut : 

a. Lancar  

Kredit yang digolongkan lancar apabila debitur dapat membayar 

kewajibannya secara tepat waktu. Perkembangan rekening baik dan 

tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. 

b. Dalam perhatian khusus (DPK) 

Kredit yang digolongkan DPK apabila debitur terdapat tunggakan 

pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai 90 hari. 

c. Kurang lancar  

Kredit yang digolongkan kurang lancar apabila debitur terdapat 

tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari. 
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d. Diragukan  

Kredit yang digolongkan diragukan apabila debitur terdapat 

tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari. 

e. Macet  

Kredit yang digolongkan macet apabila debitur tidak mampu 

membayar kewajibannya melampaui 270 hari.  

 

9. Non Performing Loan (NPL) 

Rasio Non Performing Loan (NPL) digunakan untuk mengukur 

tingkat perkembangan kredit bermasalah pada bank. Semakin tinggi 

nilai rasio NPL maka semakin tinggi kredit yang bermasalah dengan 

kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Rasio ini 

menggambarkan tingkat presentasi tertentu antara total kredit 

bermasalah (kredit kurang lancar, kredit diragukan, kredit macet) 

dengan total kredit yang diberikan. Rumus perhitungan Non 

Performing Loan menurut Kasmir (2012) : 

 ……(1) 

        

 

 

 



50 

 

10. Penyisihan Penghapusan Asset Produktif  

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 

tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 

8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Asset Produktif dan pembentukan 

Penyisihan Penghapusan Asset Produktif (PPAP) yaitu cadangan yang 

dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul 

sehubungan dengan kredit yang telah diberikan kepada nasabah. PPAP 

ini dibentuk untuk mengatasi risiko kerugian pada bank, maka Bank 

Indonesia mewajibkan setiap bank untuk melakukan penyisihan 

penghapusan asset yang terdiri dari : 

a. PPAP umum 0,5% x asset produktif lancar  

b. PPAP khusus sebesar : 

10% x (asset produktif kurang lancar - nilai agunan) 

50% x (asset produktif diragukan – nilai agunan) 

100% x (asset produktif macet – nilai agunan) 

 

11. Penanganan  Kredit Bermasalah  

Kredit yang bermasalah atau kualitasnya memburuk harus 

ditangani secara serius dan diupayakan perbaikan-perbaikan agar 

menjadi lancar kembali. Kredit yang bermasalah akan dilakukan 

identifikasi masalah dan analisa strategi yang diperlukan dalam 

menentukan langkah yang tepat. Langkah-langkah dalam penanganan 

kredit bermasalah sebagai berikut: 
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A. Pembinaan Kredit  

Menurut Suhardjono dan Kuncoro (2011) menyatakan 

pembinaan kredit adalah upaya pembinaan yang  

berkesinambungan mulai dari sejak pencairan kredit sampai 

dengan kredit dibayar lunas termasuk pemecahan permasalahan 

dan dilakukan penjabat kredit yang berwenang terhadap fasilitas 

kredit yang menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur. 

B. Restrukturisasi kredit  

Bank Indonesia mengatur kebijakan penyelesaian kredit 

bermasalah melalui restrukturisasi kredit, dimuat pada PBI No. 7/2 

PBI pasal 1 butir 25 Tahun 2005 terdiri dari : 

1) Penurunan suku bunga 

Yaitu diturunkannya presentasi suku bunga kredit yang harus 

dibayarkan sehingga memperingan debitur dalam membayar 

angsuran kreditnya. 

2) Pengurangan tunggakan bunga kredit  

Berupa pengurangan jumlah bunga kredit yang sudah jatuh 

tempo namun belum dapat dilunasi oleh debitur. 

3) Pengurangan tunggakan pokok kredit  

Merupakan mengurangi jumlah tagihan utang tertunggaknya 

agar dapat meringankan debitur dalam melunasi utangnya. 

4) Perpanjangan jangka waktu kredit 
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Dengan memberikan kelonggaran atau memperpanjang jangka 

waktu kredit, Pelunasan kredit, diharapkan debitur dapat 

memperbaiki usahanya dan dapat melunasi kewajibannya. 

5) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara  

Dengan menukar jumlah utang yang tertunggak menjadi 

penyertaan modal pada perusahaan debitur. Penyertaan modal 

ini sifatnya hanya sementara dan wajib ditarik kembali setelah 

jangka waktu 5 tahun atau saat usaha debitur telah memperoleh 

laba komulatif. 

 

12. Penyelesaian Kredit Bermasalah  

Merupakan upaya yang dilakukan apabila penyelamatan kredit 

tidak berhasil dengan maksud agar bank tidak mengalami kerugian 

yang lebih besar lagi.Adapun penyelesaian kredit yang diselesaikan 

secara damai dan secara hukum (Hariyani,2010). 

a. Penyelesaian kredit bermasalah secara damai  

Penyelesaian kredit secara damai terdiri dari : 

1) Keringanan pembayaran bunga . 

2) Penjualan agunan atau asset. 

3) Pengambilalihan asset debitur oleh Bank. 

4) Keringanan tunggakan pokok 
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b. Penyelesaian kredit bermasalah secara hukum  

Penyelesaian kredit bermasalah secara hukum terdiri dari : 

1) Penyelesaian melalui pengadilan negeri.  

2) Penyerahan pengurusan kredit macet pada KP2LN. 

3) Permohonan pernyataan kapailitan melalui pengadilan 

negeri.  

4) Penyerahan penyelesaian kredit macet melalui kejaksaan. 

5) Penyelesaian kredit dengan pengajuan klaim asuransi.  

 

C. Analisis Masalah  

1.  Prosedur Pemberian Kredit Pada PT BPR Profidana Paramitra 

Dalam pengajuan kredit debitur atau calon debitur harus memenuhi 

syarat. Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pengajuan kredit sebagai 

berikut: 

1) Debitur atau calon debitur mempunyai usaha produktif atau bekerja 

sebagai karyawan pada instansi pemerintah atau swasta. 

2) Bentuk badan usaha debitur atau calon debitur adalah usaha 

perorangan. 

3) Usaha debitur atau calon debitur sudah berjalan 2 tahun. 

4) Dana peminjaman ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan modal 

kerja, investasi, atau konsumsi. 
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5) Agunan kredit berupa barang tidak bergerak (tahan/tanah dan 

bangunan), barang bergerak (kendaraan bermotor) atau simpanan 

(tabungan/deosito) di PT BPR Profidana Paramitra. 

6) Plafon pinjaman maksimal sesuai BMPK Bank. 

7) Calon debitur mengajukan kredit dengan mengisi formulir 

permohonan kredit dan dilengkapi dokumen sebagai berikut : 

a) Fotocopy KTP  

b) Fotocopy kartu keluarga 

c) Fotocopy surat nikah 

d) Fotocopy surat jaminan 

e) Fotocopy surat keterangan penghasilan 

f) Slip gaji terakhir  

g) Fotocopy identitas diri pemilik jaminan 

h) Denah lokasi rumah dan jaminan 

i) Fotocopy rekening listrik 

j) Rekening bank lain 3 bulan terakhir (bila ada) 

k) NPWD (bila ada) 
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a. Standar Operasional Perusahaan Prosedur Pemberian Kredit  

Ada beberapa standar operasional dalam sistem pemberian kredit 

sebagai berikut : 

1) Prosedur Pengajuan Kredit  

Prosedur pengajuan kredit pada PT BPR Profidana Paramitra Yaitu : 

a) Debitur atau calon debitur mengisi formulir permohonan kredit 

dengan lengkap. 

b) Debitur atau calon debitur melampirkan syarat-syarat permohonan 

kredit sesuai ketentuan diatas. 

c) Berkas permohonan kredit diserahkan ke customer service dan 

diverifikasi kebenarannya dan legalitasnya.  

d) Petugas yang ditunjuk melakukan cek SID calon debitur 

e) Selanjutnya berkas permohonan kredit diserahkan ke Account 

Officer untuk dilakukan proses analisis kredit. 

2) Prosedur Analisis Kredit 

  Dalam menyususn analisa kelayakan pemberian kredit harus 

berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengacur pada prinsip 5C 

(Character, Capacity, Capital, Collecteral, dan Condition Of 

Ekonomic) serta aspek hukum. Prosedur analisis pemberian kredit 

sebagai berikut : 

a) Account Officer menerima berkas permohonan kredit yang telah 

dilengkapi dengan foto copy persyaratan kredit untuk diteliti 

legalitas dan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya. 
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b) Account Officer melakukan survey lapangan untuk melihat 

langsung tempat tinggal debitur, usaha debitur, agunan debitur, 

sekaligus menggali semua data debitur baik data kualitatif maupun 

data kuantitatif sebagai bahan pembuatan analisa kredit. 

c) Account Officer wajib menyusun proposal pengajuan kredit dalam 

bentuk analisa kredit untuk diajukan ke Komite kredit. 

3) Prosedur Persetujuan Kredit  

Setelah proses analisa kredit selesai dibuat oleh Account Officer, maka 

tahapan berikutnya adalah meminta putusan kredit. Prosedur putusan 

kredit sebagai berikut: 

a) Account Officer membawa semua dokumen analisa kredit yang 

meliputi dokumen permohonan kredit, data analisa kredit serta 

dokumen pendukung lainnya diperlukan komite kredit. 

b) Komite kredit melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap hasil 

analisa kredit, yang meliputi beberapa aspek antara lain aspek 

hukum agunan, aspek keuangan, aspek risiko dan aspek lainnya, 

untuk memutuskan kelayakan pemberian kredit kepada calon 

debitur. 

c) Putusan komite kredit; disetujui, disetujui dengan syarat atau 

ditolak. 

ketentuan dalam pengambilan keputusan kredit yaitu untuk 

plafon sampai dengan 20 juta komite kredit terdiri dari Account 

Officer (AO) dan kepala bagian kredit. untuk plafon 20 juta sampai 
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50 juta harus diketahui direktur. Untuk plafon 50 juta sampai 

dengan 100 juta harus mendapat peretujuan dari direksi. Dan untuk 

plafon diatas 100 juta harus mendapat persetujuan dari dewan 

komisaris. 

4) Prosedur Penandatanganan Kredit  

a) Petugas administrasi kredit menyiapakan semua dokumen 

pinjaman kredit yang telah dicetak berupa perjanjian kredit, jadwal 

angsuran dan slip pencairan sesuai dengan data-data pada Surat 

Putusan Pemberian Kredit. 

b) Petugas administrasi kredit menginput data-data debitur yang 

terkait dengan perjanjian kredit pada system USSI dengan lengkap 

dan benar. 

c) Petugas administrasi kredit memintakan verifikasi data-data 

tersebut yang telah diinput di system USSI kepada Kepala Bagian 

Operasional sebelum dilaksanakan penandatanganan perjanjian 

kredit. 

d) Setelah diverifikasi petugas administrasi kredit mencetak jadwal 

angsuran dan kwitansi pencairan kredit. 

e) Sebelum penandatanganan perjanjian kredit dilaksanakan, petugas 

adminidtrasi kredit wajib meminta dokumen asli debitur yang 

meliputi dokumen agunan dan KTP untuk dicocokan dengan 

fotocopy dokumen yang telah diserahkan. 
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f) Petugas kredit wajib membacakan pasal demi pasal perjanjian 

kredit dengan jelas dan mudah diterima dan dipahami debitur. 

g) Petugas administrasi kredit meminta debitur untuk menadatangani 

dan membutuhkan paraf pada setiap halaman berkas dan buku 

daftar debitur. 

5) Prosedur Pencairan Kredit  

Setelah penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan agunan 

kredit sudah selesai, maka tahapan berikutnya adalah pencairan kredit. 

Tata laksana proses pencairan kredit yaitu : 

a) Semua dokumen perjanjian kredit yang telah ditandatangani 

debitur beserta dokumen asli agunannya diserahkan ke petugas 

yang ditunjuk (kepala bagian operasional) untuk diverifikasi ulang 

mengenai kelengkapannya, antara lain keberadaan tanda tangan 

debitur. 

b) Setelah diverifikasi selanjutnya administrasi kredit melakukan 

proses pencairan kredit dan terlebih dahulu meminta otorisasi 

kepada pejabat yang berwenang. 

c) Selanjutnya bagian administrasi kredit menjurnal ke jurnal 

pengeluaran kas dan memosting ke dalam buku besar. 

6) Prosedur Pengawasan Kredit  

a) Account Officer wajib melakukan pembinaan masing-masing 

debitur yang menjadi tanggungjawab secara berkala. 
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b) Account Oficer wajib mengunjungi debitur pasca realisasi minimal 

3 bulan setelah kredit dicairkan. 

c) Hasil monitoring wajib didokumentasikan kedalam formulir 

kunjungan debitur. 

d) Account Officer wajib melakukan kunjungan penagihan atau 

telepon debitur apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo 

angsuran, debitur belum membayar kewajibannya. 

e) Debitur akan diberikan surat pemberitahuan hingga peringkat 1 

sampai 3, apabila menunggak pembayaran dengan kriteria : 

i. Surat pemberitahuan jika terdapat tunggakan 1 kali 

angsuran. 

ii. Surat peringatan 1, jika terdapat tunggakan 2 kali angsuran. 

iii. Surat peringatan 2, jika terdapat tunggakan 3 kali angsuran. 

iv. Surat peringatan 3, jika terdapat tunggakan 4 kali angsuran. 

b. Realisasi Prosedur Pemberian Kredit  

1) Pengajuan Kredit 

Dalam proses pengajuan kredit calon debitur menyiapkan 

berkas-berkas atau dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan 

kredit kemudian diserahkan kepada customer service. Kemudian 

customer service memeriksa keabsahannya dan melakukan 

verifikasi. Setelah itu customer service menunjuk petugas untuk 

melakukan cek SID calon debitur. Kemudian menyerahkan berkas-

berkas kredit calon debitur kepada Account Officer. 



60 

 

2) Analisis Kredit  

Berdasarkan pengamatan penulis dalam analisis kredit 

Account Officer (AO) memeriksa berkas-berkas keabsahanya. 

Kemudian AO melakukan survey lapangan melihat keadaan tempat 

usaha calon debitur dan penilaian agunan yang dijaminkan. AO 

tidak melakukan kunjungan ke tempat tinggal calon debitur. 

Setelah dilakukan survey kemudian AO membuat proposal 

pengajuan kredit dalam bentuk analisa kredit dengan data yang 

telah didapat pada waktu survey lapangan. Setelah itu analisa kredit 

dan berkas permohonan kredit diiajukan kepada komite kredit. 

3) Persetujuan Kredit  

Proses persetujuan kredit dilakukan oleh komite kredit. 

Account Officer menyerahkan berkas permohonan kredit dan 

analisa kredit kepada komite kredit. kemudia komite kredit 

melakukan verifikasi dokumen dan melakukan evaluasi. Evaluasi 

dilakukan untuk menilai apakah permohonan kredit layak diterima 

atau tidak sesuai jumlah plafon yang diajukan. Peretujuan kredit 

diberikan untuk jumlah plafon yang sebenarnya tidak layak 

diberikan karena nilai agunan tidak dapat menutup jumlah plafon.  

4) Penandatanganan Kredit  

Dalam proses penandatanganan kredit atau akad kredit, 

debitur diberikan penjelasan mengenai perjanjian kredit yang 

dilakukan. Petugas administarasi kredit membacakan pasal demi 
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pasal pada perjanjian kredit secara jelas mengenai hal-hal yang 

menjadi hak dan kewajiban debitur kepada bank. 

5) Pencairan Kredit  

Dalam proses pencairan kredit merupakan tahap dimana 

dana yang diajukan debitur dicairkan. Pencairan dana diotorisasi 

oleh pejabat yang berwenang. Sebelum diotorisasi oleh pihak yang 

berwenang, berkas-berkas perjanjian kredit diserahkan kepada 

kepala bagian operasional untuk dilakukan verifikasi ulang dan 

memeriksa keabahannya dan meminta otorisasi kepada pejabat. 

6) Pengawasan kredit  

Pengawasan kredit atau monitoring dilakukan 3 bulan 

setelah kredit dicairkan dengan melakukan kunjungan ke tempat 

debitur, untuk memantau apakah dana yang dicairkan direalisai 

dengan benar. Pengawasan kredit juga dilakukan apabila terjadi 

kredit bermasalah yaitu dengan memberiakn surat teguran dan 

pembinaan kredit. 
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c. Analisis Prosedur Pemberian Kredit 

Tabel 3.1 

Perbandingan S.O.P Prosedur Pemberian Kredit dan Realisasi 
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  Berdasarkan hasil pengamatan penulis dalam prosedur pemberian 

kredit terdapat prosedur yang dilakukan tidak sesuai SOP yaitu dalam 

prosedur analisis kredit, yang seharusnya dilakukan kunjungan ke 

lapangan, AO wajib melihat dan menilai keadaan tempat tinggal, 

tempat usaha, dan agunan yang dijaminkan calon debitur dengan 

prinsip 5C (Character, Capacity. Capital, Collecteral, dan Condition 

of economic) untuk mendapatkan data yang sesuai.  
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Tetapi dalam realisasinya, penilaian hanya dilakukan pada tempat 

usaha dan agunan yang dijaminkan calon debitur. Serta tidak mencari 

informasi dari lingkungan sekitar untuk mendapatkan data yang 

kualitatif. Selain itu dalam pemberian keputusan kredit kurang selektif. 

Jumlah nilai agunan yang dijamnkan sebenarnya tidak menutup jumlah 

plafon yang diajukan, tetapi disetujui dikarenakan adanya target 

perusahaan yang harus terpenuhi. Seperti jumlah plafon 10 juta dan 

nilai agunan hanya 6 juta tetapi disetujui. Berdasarkan uraian diatas 

apabila dilakukan secara terus menerus dan dilakukan kepada calon 

debitur lainnya maka akan menyebabkan kemungkinan kredit 

bermasalah dikarenakan analisa kredit kurang tepat dan pemilihan 

debitur kurang selektif. 

  

d. Flowchart Prosedur Pemberian Kredit 

Flowchart prosedur pemberian kredit menunjukan bahwa dapat 

menjelaskan proses dari suatu proses pemberian kredit pada PT BPR 

Profidana Paramitra. Keterangan dokumen dalam flowchart adalah 

sebagai berikut : 

1) FPK  : Formulir Permohonan Kredit 

2) FC KTP : Foto Copy KTP 

3) FC KK : Fotocopy Kartu Keluarga 

4) SKP : Surat Keterangan Penghasilan 

5) AK  : Analisa Kredit 
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6) PK  : Perjanjian Kredit 

7) JA  : Jadwal Angsuran 

8) SP  : Slip Pencairan 

Catatan yang digunakan yaitu : 

1) Jurnal pengeluaran kas 

2) Buku besar 

Berdasarkan pengamatan penulis agar lebih mudah memahami 

prosedur pemberian kredit pada PT BPR Profidana Paramitra maka 

dibuat flowchart prosedur pemberian kredit dari proses pengajuan 

kredit, proses analisis kredit, proses persetujuan kredit, proses 

penandatananan kredit sampai ke proses pencairan kredit. Flowchart 

atau bagan alir  prosedur pemberian kredit pada PT BPR Profidana 

Paramitra adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3.2 

Flowchart Prosedur Pemberian kredit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

FPK  : Formulir Permohonan Kredit 

FC KTP: Fotocopy KTP 

FC KK   : Fotocopy Kartu Keluarga 

FC SJ   : Fotocopy Surat Jaminan 

SKP   : Surat Keterangan Penghasilan 
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Keterangan : 

AK : Analisa Kredit  
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Keterangan : 

SPK : Surat Putusan Kredit 
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Keterangan : 

PK : Perjanjian Kredit 

JA : Jaminan Kredit 

SP : Slip Pencairan 
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2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kredit Bermasalah pada PT BPR 

Profidana 

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa 

faktor. Faktor- faktor tersebut dapat disebabkan oleh pihak bank atau 

pihak debitur (faktor intern), Maupun dari faktor ketidaksengajaan (faktor 

ekstern). Sehingga menyebabkan debitur kesulitan dalam memenuhi 

kewajibannya kepada bank. Pada PT BPR Profidana Paramitra terdapat 

beberapa penyebab terjadinya kredit bermasalah diantaranya yaitu : 

a. Faktor Intern Dari Pihak Bank  

1) Analisis Kredit Yang Kurang Tepat 

Hal ini terjadi apabila Account Officer kurang tepat dalam 

memberikan analisa kredit pada saat melakukan survey lapangan. 

Dalam melakukan survey lapangan Account Officer kurang 

menerapkan prinsip 5C untuk mengukur kemampuan debitur 

dalam membayar kewajibannya. 

2) Kebijakan Perkreditan Yang Kurang Selektif 

Adanya kebijakan perusahaan tentang target jumlah kredit yang 

harus terealisasi pada kurun waktu tertentu. Yang mendorong 

pihak pemutus kredit menyetujui permohonan kredit, yang 

sebenarnya debitur tersebut tidak sesuai ketentuan atau tidak 

memenuhi untuk diberikan kredit. Dikarenakan kurang selektif 

dalam memilih debitur mengakibatkan kualitas kredit juga tidak 

baik atau dapat menyebabkan kredit bermasalah. 
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b. Faktor Intern Dari Dabitur  

1) Debitur Mengalami Musibah  

Adanya musibah yang dialami debitur misalnya debitur atau 

keluarga debitur meninggal dunia, tetapi pihak keluarga tidak 

memberikan informasi kepada bank. Dikarenakan musibah 

tersebut debitur menunggak dalam pembayaran angsuran sehingga 

menyebabkan kredit bermasalah. 

2) Lemahnya Usaha Yang Dijalankan Debitur  

Kelemahan debitur dalam melakukan perencanaan, 

pengorganisasian, serta pengontrolan terhadap kegiatan usaha 

yang dilakukan sehingga tujuan usaha tidak dapat dicapai secara 

efektif dan efisien dan  berakibat debitur mengalami kerugian 

yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pembayaran kewajiban 

debitur kepada bank atau debitur mengalami kesulitan dalam 

melunasi hutangnya. 

3) Ketidakjujuran Debitur Mengelola Kredit  

Debitur melakukan penyelewengan terhadap dana kredit yang 

diberikan. Misalnya dalam pengajuan kredit debitur untuk modal 

kerja tetapi digunakan untuk membeli kendaraan, sehingga 

menyebabkan dana yang diberikan tidak berputar dan akhirnya 

menyebabkan debitur kesulitan membayar kewajibannya. 
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c. Faktor Ekstern Dari Pihak Bank Dan Debitur 

1) Bencana Alam 

Misalnya terjadi kebakaran tempat usaha debitur atau terkena 

bencana alam banjir yang merusak tempat usaha debitur, sehingga 

debitur tidak dapat melakukan kegiatan operasional usahanya dan 

mengalami kebangkrutan sehingga menimbulkan debitur tidak 

mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank. 

2) Kondisi Perekonomian Secara Makro 

Perubahan-perubahan perekonomian secara makro misalnya 

kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga barang sehingga 

biaya operasioanl usaha debitur juga semakin naik dan bank juga 

dapat menaikan tingkat suku bunga sehingga debitur kesulitan 

dalam membayar kewajibannya kepada bank. 

 

3. Perkembangan Tingkat Koletibilitas Kredit Bermasalah Tahun 2015 

dan 2016 

Perkembangan kredit bermasalah dapat diukur menggunakan rasio Non 

Performing Loan (NPL). Semakin tinggi nilai rasio NPL maka semakin 

tinggi tingkat kredit yang bermasalah.  
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Tabel 3.1 

Tingkat Kolektibilitas Kredit 

Pada PT BPR Profidana Paramitra 

Per 31 Desember 2015 

Kolektibilitas Jumlah kredit Nilai Agunan 

Lancar  Rp27.586.594.671 - 

Kurang lancar               Rp284.861.380 Rp163.860.134 

Diragukan  Rp338.703.129 Rp306.165.279 

Macet Rp535.903.238 Rp378.190.967 

Jumlah  Rp28.746.062.418 Rp848.216.380 

 Sumber ; PT BPR Profidana Paramitra 

Tabel 3.2 

Tingkat Kolektibilitas Kredit 

Pada PT BPR Profidana Paramitra 

Per 31 Desember 2016 

Kolektibilitas Jumlah kredit Nilai Agunan 

Lancar  Rp34.966.990.672 - 

Kurang lancar Rp787.949.412 Rp779.366.509 

Diragukan  Rp172.328.994 Rp158.842.073 

Macet Rp600.562.419 Rp297.451.526 

Jumlah  Rp36.527.831.497 Rp1.235.660.108 

 Sumber ; PT BPR Profidana Paramitra 
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Dari data tersebut dapat diukur tingkat perkembangan kredit bermasalah 

berdasarkan tingkat kolektibilitas kredit pada PT BPR Profidana 

Paramitra. Perhitungan rasio NPL Sebagai berikut : 

a. Rasio NPL tahun 2015 

 

            

         = 4,03% 

b. Rasio NPL tahun 2016 

        

 

            

         = 4,2% 

Dikarenakan adanya kredit bermasalah yang memungkinkan bank 

mengalami kerugian maka untuk menutup kemungkinan kerugian yang 

timbul, PT BPR Profidana Paramitra membentuk Penyisihan Penghapusan 

Asset Produktif (PPAP) dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. PPAP umum 0,5% x asset produktif lancar 

b. PPAP khusus  

10% x (asset produktif kurang lancar-nilai agunan) 

50% x (asset produktif diragukan-nilai agunan) 

100% x (asset produktif macet-nilai agunan) 
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Dari data diatas dapat dihitung PPAP yang dibentuk oleh PT BPR 

Profidana Paramira sebagai berikut : 

a. PPAP tahun 2015 

PPAP umum  = 0,5% x Rp27.586.594.671 

           = Rp137.932.973 

PPAP khusus 

1) Kolektibilitas kredit kurang lancar 

= 10% x (asset produktif kurang lancar-nilai agunan) 

= 10% x (Rp284.861.380 – Rp163.860.134) 

= Rp12.100.125 

2) Kolektibilitas kredit diragukan  

= 50% x (asset produktif diragukan-nilai agunan) 

= 50% x (Rp338.703.129 – Rp306.165.279) 

= Rp16.268.925 

3) Kolektibilitas kredit macet 

= 100% x (asset produktif macet-nilai agunan) 

= 100% x (Rp535.903.238 – Rp378.190.967) 

= Rp157.712.271 

Total PPAP tahun 2015 sebesar Rp324.014.295 

b. PPAP tahun 2016 

PPAP umum  = 0,5% x Rp34.966.990.672 

           = Rp174.834.953 
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PPAP khusus 

1) Kolektibilitas kredit kurang lancar 

= 10% x (asset produktif kurang lancar-nilai agunan) 

= 10% x (Rp787.949.412 – Rp779.366.509) 

= Rp858.291 

2) Kolektibilitas kredit diragukan  

= 50% x (asset produktif diragukan-nilai agunan) 

= 50% x (Rp 172.328.994 – Rp158.842.073) 

= Rp6.743.461. 

3) Kolektibilitas kredit macet 

= 100% x (asset produktif macet-nilai agunan) 

= 100% x (Rp 600.562.419 – Rp297.451.526) 

= Rp303.110.893 

      Total PPAP tahun 2016 sebesar Rp 485.547.599 

Berdasarkan perhitungan Non Perfoming Loan pada produk kredit 

pada tahun 2015 sebesar 4,03% dan pada tahun 2016 sebesar 4,2%. Pada 

tahun tersebut rasio NPL meningkat sebesar 0,17% ini berati tingkat kredit 

bermasalah meningkat. 

Hal ini disebabkan peningkatan jumlah kredit yang diberikan 

kepada debitur, sehingga mengakibatkan jumlah kredit bermasalah juga 

meningkat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kredit bermasalah pada 

kolektibilitas kredit kurang lancar yang pada tahun 2015 sebesar 

Rp284.861.380 menjadi Rp787.949.412 ditahun 2016. Selain itu juga 
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meningkatnya pada kolektibilitas kredit macet yang pada tahun 2015 

sebesar Rp535.903.238 menjadi Rp600.562.419 ditahun 2016. 

Akan tetapi adanya kolektabilitas kredit diragukan mengalami 

penurunan ditahun 2015 sebesar Rp338.703.129 menurun menjadi 

Rp172.328.994 ditahun 2016. Ini berati adanya penanganan kredit 

bermasalah pada kolektibilitas diragukan mendapatkan hasil yang cukup 

signifikan. Penanganan kredit bermasalah ditekankan kinerjanya dan lebih 

serius dalam menangani kredit bermasalah untuk meminimal rasio NPL 

karena batas maksimal rasio NPL yang diberlakukan Bank Indonesia 

menurut SE BI No. 3/33/ DPNP tanggal 14 Desember 2001 yaitu sebesar 

5% jika rasio NPL melebihi ketentuan tersebut maka bank dapat 

mengalami kerugian yang cukup besar.Untuk menutup kemungkinan 

kerugian yang timbul sehubungan dengan kredit bermasalah maka bank 

membentuk Penyisihan Penghapusan Asset Produktif (PPAP) sebesar 

Rp324.014.295 ditahun 2015 dan sebesar Rp485.547.599 ditahun 2016 

untuk menutup kemungkinan kerugian. 

 

4. Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT BPR Profidana Paramitra 

Kredit bermasalah hal yang paling diwaspadai dalam kegiatan 

pemberian kredit oleh bank. Karena apabila terjadi kredit bermasalah 

maka akan menurunkan kualitas asset yang dimiliki oleh bank. Oleh sebab 

itu PT BPR Profidana Paramitra melakukan upaya-upaya untuk menangani 

dan menyelamatkan kredit bermasalah. 
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Semua pegawai yang ditugaskan untuk mengelola kredit harus 

mendeteksi adanya kredit bermasalah atau diduga menjadi kredit 

bermasasalah. Oleh karena itu dalam hal menangani kredit bermasalah 

bank telah mengelompokkan kualitas kredit berdasarkan kolektibilitas 

debitur dalam membayar angsurannya yaitu kredit yang dalam kualitas 

baik dengan kolektibilitas lancar dan kredit yang bermasalah pada 

koletibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. 

Tahapan-tahapan yang dilaukan PT BPR Profidana Paramitra 

untuk menangani dan menyelesaikan kredit bermasalah sebagai berikut : 

A. Upaya penanganan kredit bermasalah  

1. Pembinaan kredit  

Kredit bermasalah dengan cara pembinaan lebih intensif 

kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah. 

Prosedur yang dilakukan bank dalam pembinaan kredit 

sebagai berikut : 

a. Kolektibilitas kurang lancar  

1) Account Officer mengecek kesempurnaan dokumen 

perjanjian kredit dan pengikatan hukumnya. 

2) Account Officer melakukan pendekatan atau 

penagihan langsung ke debitur untuk menyelesaikan 

kredit kurang lancar tersebut.  
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3) Bank mengeluarkan surat peringatan ke 2 yang 

isinya menghimpun debitur agar segera 

menyelesaikan tunggakan angsuran kredit. 

b. Kolektibilitas diragukan  

1) Account Officer mengecek kesempurnaan dokumen 

perjanjian kredit dan pengikatan hukumnya. 

2) Bank mengeluarkan surat peringatan ke 3 yang 

isinya menghimpun debitur agar segera 

menyelesaikan tunggakan angsuran kredit. 

3) Bank melakukan kunjungan dan  negoisasi secara 

kekeluargaan agar debitur menjual sebagian asset 

yang dimiliki debitur apabila debitur tidak sanggup 

melunasi tunggakan atau menyelesaikan angsuran 

kreditnya. 

4) Melakukan penyelamatan dengan mengambil 

kembali jaminan bank yang berada pada debitur. 

c. Kolektibilitas macet 

1) Memberikan surat teguran terakhir yang tujuannya 

untuk menghimbau debitur agar segera membayar 

tunggakannya. 

2) Jika sampai dengan surat peringatan terakhir debitur 

belum menyelesaikan tunggakannya bank 

memberikan surat somasi melalui KP2LN. 
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3) Melaksanakan proses hukum dengan jalan sita 

jaminan. 

4) Melaksanakan proses lelang barang jaminan untuk 

menjual jaminan guna menyelesaikan tunggakan. 

5) Melaksanakan pengambilan sementara agunan 

kredit (AYDA) dalam rangka penyelesaian. 

2. Restrukturisasi kredit  

Apabila pihak bank telah berupaya melakukan 

pembinaan kepada debitur yang memiliki kredit bermasalah 

namun tetap tidak berhasil, maka pihak bank akan 

menyarankan kepada debitur untuk melakukan 

restrukturisasi kredit. Dalam melakukan restrukturisasi 

pihak bank dan debitur membuat akta perjanjian kredit baru 

yang merubah tentang besarnya angsuran, jangka waktu, 

tingkat suku bunga dan lain sebagainya yang berhubungan 

dengan restrukturisasi yang dilakukan. Bank melakukan 

restrukturisasi kredit dengan kebijakan restrukturisasi yang 

telah dibuat oleh bank yaitu : 

1) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok 

dan atau bunga kredit. 

2) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan 

diperkirakan mampu memenuhi kewajibannya 

setelah direstrukturasi kredit. 
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3) Menunjukan etikat baik dan bersedia untuk 

memenuhi kewajiban kredit setelah 

direstrukturisasi. 

4) Perkembangan penanganan kredit yang 

direstrukturisasi harus dilaporkan kepada pihak 

yang berwenang. 

Restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh bank yaitu 

dengan melakukan penjadwalan ulang, penundaan 

pembayaran kredit, alih debitur, dan pengurangan 

tunggakan bunga dan  denda. 

B. Penyelesaian kredit bermasalah 

Merupakan upaya terakhir dari menangani kredit bermasalah. 

Untuk kredit bermasalah yang tidak dapat ditagih kembali 

setelah dilakukan upaya penanganan dan penyelamatan, maka 

bank menyelesaikan kredit bermasalah melalui : 

1. Penyelesaian melalui AYDA 

Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Merupakan 

asset yang diperoleh bank baik melalui lelang berdasarkan 

sukarela atau melalui hukum. Penyelesaian kredit melalui 

AYDA yaitu bank mengambil alih agunan yang telah 

menjadi jaminan kredit untuk melunasi hutang debitur. 

Pengambilalihan agunan melalui lelang diperioritaskan 
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pada agunan yang memiliki likuiditas tinggi dan status 

hukum tidak dalam sengketa.  

Penjualan kembali agunan yang diambil alih melalui 

lelang wajib diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun. 

Untuk itu bank memberikan fasilitas pinjaman maksimal 

70% dari harga jual agunan. Pengambilalihan agunan 

dilakukan apabila debitur telah membuat surat pernyataan 

yang menyatakan sudah tidak sanggup membayar atau 

melunasi hutangnya. 

2. Hapus buku dan hapus tagih 

Hapus tagih merupakan tindakan yang dilakukan 

oleh bank untuk menghapus sebagian kewajiban debitur 

karena berdasarkan pertimbangan bank, debitur tersebut 

tidak mungkin untuk memenuhi kewajibannya dan bank 

tidak memiliki hak tagih. Hapus buku merupakan 

pemindahan catatan atas kredit yang menurut pertimbangan 

pihak bank sangat kecil kemungkinan untuk dapat ditagih 

kembali. Hapus buku dilakukan apabila debitur telah ada 

pada kolektabilitas macet dan tidak terdapat transaksi 

selama 6 bulan setelah adanya penanganan kredit. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasakan pengamatan yang telah dilakukan maka penulis menarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam pelayanan pemberian kredit PT BPR Profidana Paramitra telah 

menetapkan kebijakan atau Standar Operasional Perusahaan (SOP) 

dari prosedur pengajuan kredit, prosedur  analisis kredit, prosedur 

persetujuan kredit, prosedur penandatanganan kredit, prosedur 

pencairan kredit sampai prosedur pengawasan kredit. Tetapi dalam 

prakteknya ada beberapa prosedur pemberian kredit yang tidak 

dijalankan sesuai SOP sehinga kemungkinan menimbulkan kredit 

bermasalah. 

2. Kredit bermasalah pada PT BPR Profidana Paramitra disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu faktor intern dari pihak bank, faktor intern dari 

debitur dan faktor ekstern. Secara umum penyebab kredit bermasalah 

pada PT BPR Profidana Paramitra disebabkan oleh pihak debitur dan 

pihak bank. 

3. Dari analisis yang dilakukan untuk kredit yang diberikan kepada 

masyarakat pada tahun 2015 sebesar Rp28.746.062.418 dan sebesar 

Rp36.527.831.497 ditahun 2016. Dengan rasio NPL tahun 2015 

sebesar 4,03% dan 4.2% ditahun 2016. Rasio NPL meningkat 0,17% 

yang berati kredit bermasalah meningkat, karena semakin tinggi nilai 
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rasio maka kredit yang bermasalah semakin tinggi dan risiko kerugian 

pada bank juga semakin tinggi. Meskipun nilai rasio NPL masih wajar 

dan masih dibawah 5% sesuai yang diberlakukan Bank Indonesia 

tetapi harus ditangani lebih serius untuk mengurangi kredit yang 

bermasalah dan memperbaiki kualitas kredit serta dapat meminimalkan 

rasio NPL. Untuk menutup kerugian yang timbul sehubungan kredit 

bermasalah maka bank membentuk Penyisihan Penghapusan Asset 

Produktif (PPAP) sebesar Rp24.614.295 pada tahun 2015 dan sebesar 

Rp485.547.599 pada tahun 2016 agar dapat menutup kemungkinan 

kerugian yang timbul karena adanya kredit yang bermasalah. 

4. Penanganan kredit bermasalah yang dilakukan PT BPR Profidana 

Paramitra adalah dengan cara damai yaitu dengan pembinaan debitur . 

debitur dibina secara intensif dengan memberikat surat teguran dan 

melakukan kunjungan untuk melakukan negoisasi secara kekeluargaan 

yang terkait dengan masalah kredit yang menunggak agar dapat 

terselesaikan dan kembali lancar. Selain itu penanganan dengan 

restrukturisasi kredit yaitu dengan cara penjadwalan ulang, alih 

debitur dan pengurangan tunggakan bunga dan denda. Jika cara 

tersebut tidak berhasil maka pihak bank melakukan penyelesaian kredit 

bermasalah melalui AYDA atau lelang dan hapus tagih atau hapus 

buku.  
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B. Saran 

Sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pada PT BPR Profidana 

Paramitra dimasa yang akan datang maka penulis mengajukan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Secara umum kredit bermasalah di PT BPR Profidana Paramitra 

disebabkan oleh faktor dari sisi debitur dan dari sisi bank. Oleh karena 

itu hendaknya pihak bank dalam melakukan analisis kredit harus 

benar-benar sesuai SOP dan sesuai keadaan yang sebenarnya, serta 

menekankan kinerja pembinaan debitur guna meminimalkan risiko 

yang terjadi akibat kredit bermasalah. 

2. Hendaknya target yang ditetapkan oleh pihak bank dalam menentukan 

batas maksimal NPL yang ingin dicapai semakin ditingkatkan, 

sehingga bagian Account Officer dapat bekerja semaksimal mungkin 

untuk memperbaiki kualitas kredit yang dimiliki dan berdampak baik 

pada tingkat kesehatan bank. 

3. Sebaiknya dalam menangani kredit bermasalah lebih ditekankan 

kinerjanya dengan cara pembinaan dan restruktursasi kredit. untuk 

debitur yang usahanya baik dan memiliki prospek ke depannya apabila 

menunggak dapat dilakukan restrukturiasi dikarenakan 

memungkinkan dapat mempermudah debitur dalam melunasi 

kewjibannya dan dapat menghemat waktu serta biaya yang 

dikeluarkan. 
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